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TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK -~ KANAK (TKK)

Menimbang

Mengingat

b.

to

. bahwa dengan terjadinya perubahan regulasi  maka

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebag:

ANTONIUS SAPANJAWA
CAMAT KANGAE,

bahwa Taman Kanak-kanak sebagai salah satu bentulk satuan
Pendidikan  Anak  Usia - Dini - pada  jalur  Formal  yang
menvelengaarakan Program Pendidikan bagi anak usia empat
sampar dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nastonal merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada
anak merupakan dasar pencapaian bagi keberhasilan pendidikan
pemula;

bahwa Taman Kanak-kanak ( TKK ) Antonius Sapanjawa telah
menyelenggarakan pelayanan bagi anak usia dini sejak tahun
1990 berdasarkan ijin operasional vang diberikan oleh Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Nomor
409/1.21.26/LK/1990 ;

demi

menjamin kepastian hukum dan legalitas lembaga tersebut perlu

dilakukan penyesuaian dan perpanjangan ijin operasionalnya;
gaimana tersebut pada

huruf a,bdan ¢ maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat,

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1988 tentang Pembentukan

Daerah - daerah Tingkat 11 dalam wilayah DaerahTingkat 1 Bali,

Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik IndonesiaTahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
Undang-Undnng Nomor 4 Tahun 1979 tentang Ke

scjateraan Anak
(Lembaran Negars:

' Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

-~
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ftentang Hak Asasi
Manusia ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999
Nomor 1065, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3880);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun
(Lembaran Negara Republik |
ara Republik

2003 tentang Sistem

4 ; ndonesia
Pendidikan Nasional

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Neg
Indonesia Nomor 4301 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tent
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No

Tambahan Lembaran Nehara Republik Indonesia Nomor 5

ang Pelayanan Publik
mor 112,
038);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 ,
Tambahan Lembaran Nehara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejatera ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

11

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5593),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

-Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496);
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2 Membduar laporan bulanan tentang Kegtatan TR Antor s
apaniana dan Lapoman berkala setap 3 tiga ) bulan sehaly
bendasarkan madel yang ditetapkan;

3 Lapoman sehagaimana dimaksud pada pomt Kedua dimaksud

B Glarme sy Lo o *iaa H 1 ) ’
WoaRnmian ke Camat Kangae dan Dinas Pendidikan

Qlaraga Rabupaten Stkka sebagat tembusan,

AN Perpanjangan Operasional Penvelenguaraan Pendidikan Anak

«a Duun TR Antons Sapaniawa tersebut berlaku selama 3 (tiga)

tahun terhiirs s ks T i y
SRR erintung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini:
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KELEMPAT

KELIMA

Satu bulan sebelum 1zin Operasional ini berakhir Pemegang 1zin
Operasional - Wajib - menyampaikan ke  Camat  Kangace dengan
membawa serta Laporan Akhir  tentang Perkembangan
Penyelenggaraan  Pendidikan  Taman  Kanak-Kanak — Antonius
Sapanjawa;

wal ditetapkan.

ml)

Keputusan ini berlaku sejak tang

Ditetapkan di : Waipare
; oal : 10 Februari 2022
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